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ABSTRAK 

 

Rezim ekonomi lama yang mendasarkan pada penggunaan informasi fisik sudah 

mulai berubah ke arah rezim ekonomi baru yang menggunakan informasi dalam 

bentuk digital. Ekonomi digital di Indonesia diproyeksikan akan bertumbuh dengan 

kecepatan yang sangat tinggi. Walaupun begitu, pemerintah dipandang masih belum 

merespon dengan cukup baik atas muncul dan berkembangnya ekonomi digital 

terutama yang berkaitan dengan penerimaan pajak dari sektor tersebut. Oleh karena 

itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa 

faktor-faktor yang dapat mendorong dan menghambat pemungutan pajak digital 

berdasarkan PMK no 48/PMK.03/2020.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskritif di mana data yang 

digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder 

yang diperoleh dari studi pustaka terkait pemungutan PPN digital.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong pemungutan pajak 

digital adalah munculnya objek pajak baru yaitu ekonomi digital yang belum dipajaki, 

kesetaraan antara perdagang konvensional dengan PMSE, dan peningkatan transaksi 

digital akibat pandemi Covid-19. Sedangkan faktor yang menghambat pemungutan 

pajak digital adalah adanya International Courtesy, tidak ada kriteria kepatuhan 

pemungut, tidak bisa mengidentifikasi pelanggan, belum ada pemeriksaan pajak, dan 

adanya ancaman resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

 

Kata Kunci: Pemungutan PPN, Pajak Digital, Implementasi, PMK 48, E-commerce 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  
 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini rezim ekonomi baru yang dikenal secara umum dengan istilah e-

commerce sudah mulai menggeser rezim ekonomi lama. Berkembangnya rezim 

ekonomi baru menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki dunia digital yang 

merupakan tahapan revolusi industri IV yaitu internet dan sistem cyber. Ada dua 

komponen utama dalam e-commerce yaitu Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 

(PMSE) dan Over the Top (OTT). PMSE adalah sistem perdagangan yang transaksinya 

dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Beberapa 

perusahaan yang telah berhasil menjalankan usahanya melalui PMSE dapat disebutkan 

seperti Lazada, Jd.id, Shopee, dan Bukalapak. Sedangkan OTT dapat dipahami sebagai 

suatu platform pengiriman konten berbasis internet seperti platform streming video 

(misalnya Netflix), platform streaming musik (misalnya Sportify), dan game online. 

Ditengah Pandemi Covid-19 yang menguncang perekonomian dunia termasuk 

Indonesia,  pemerintah gencar meningkatkan pendapatan untuk menjaga stabilitas 

sistem keuangan. Strategi yang kemudian dilakukan oleh pemerintah adalah dengan 

cara meningkatkan kepatuhan pajak dan melakukan perluasan basis pajak. Kriteria 

kepatuhan wajib pajak  secara umum dapat dilihat atas dasar: patuh terhadap 

pembayaran atau laporan masa seperti SPT Masa PPN dan SPT Masa lainnya setiap 

bulan, patuh dalam menghitung pajak atas dasar self assessment system dan laporan 

tahunan, serta patuh terhadap ketentuan dan yuridisi formal (Erly Suandi, 2011). 
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Sedangkan menurut Denny (2020), perluasan basis menjadi pendekatan yang tepat 

lantaran masih minimnya basis pajak di Indonesia. Basis Pajak yang minim bisa dilihat 

dari empat indikator yaitu: tingginya shadow economy (aktivitas ekonomi yang tidak 

tercatat), struktur penerimaan pajak yang tidak berimbang, kecilnya jumlah partisipasi 

wajib pajak, dan deviasi aturan sistem pajak yang menyebabkan berkurangnya 

penerimaan atas dasar tertentu. Dasar pengenaan pajak (Tax Base) yang dikenal dunia 

hingga saat ini dapat dikelompokan ke dalam tiga kategori yaitu penghasilan dan hasil 

usaha (Income and business), konsumsi (consumption), dan kekayaan (wealth). 

Kategori konsumsi sendiri diketahui ada sepuluh, dan salah satunya adalah pajak 

pertambahan nilai (Value-added Tax/VAT). 

Pada awal tahun 2020, muncul objek pajak baru yaitu perusahaan digital 

walaupun banyak dari perusahan tersebut tidak berkedudukan di Indonesia. 

Perusahaan-perusahaan digital ini patut dipertimbangkan sebagai objek pajak karena 

perusahaan tersebut mengambil manfaat atas konsumsi barang tidak berwujud dan jasa 

di Indonesia. Di dalam sektor perekonomian, pajak sangat berpengaruh pada segmen 

pendanaan terutama selama periode pandemi Covid-19. Pajak sebagai instrumen fiskal 

diketahui sebagai penyokong ekonomi yang sangat penting. Untuk merespon adanya 

perubahan ke rezim ekonomi baru dan meningkatkan kontribusi ke segmen pendanaan, 

pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 

48/PMK.03/2020 (PMK 48) sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pemungutan 

PPN digital yang dimulai pada bulan Mei 2020. PMK 48 berisi tentang tata cara 

penunjukan pemungut, pemungutan pajak, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak 

yang aturannya hampir sama dengan regulasi perpajakan PPN perdagangan 
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konvensional. Meskipun permulaan pelaksanaan PMK 48 ditetapkan pada bulan Mei 

2020, peraturan tersebut baru berjalan pada tanggal 1 Agustus 2020 ketika Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan tentang penunjukkan 6 perusahaan digital 

sebagai pemungut PPN melalui siaran pers. 

Akan tetapi, Wiratama dkk. (2020) mengemukakan bahwa pemerintah Indonesia 

belum memiliki aturan yang lebih spesifik tentang ekonomi digital. Peraturan yang ada 

hanya berupa Surat Edaran (SE) yang mengatur tentang ketentuan penegasan 

perpajakan untuk transaksi e-commerce yaitu regulasi pajak e-commerce SE-

62/PJ/2013 yang mengikuti aturan PPh dan pertambahan nilai seperti yang lainnya. 

Sejalan dengan hal tersebut, Tambunan dan Rosdiana (2019) juga menemukan bahwa 

regulasi pada saat ini masih belum cukup untuk menjawab tantangan yang ada. Ini 

mengindikasikan bahwa pemerintah pada kenyataannya masih belum bisa merespon 

dinamika yang muncul dengan baik dan proporsional. 

Menurut Mardismo (2016), pemungutan pajak dapat mengalami hambatan baik 

melalui perlawanan pasif atau perlawanan aktif. Perlawanan pasif dapat berupa 

masyarakat yang enggan (pasif) membayar pajak. Kondisi tersebut umumnya 

disebabkan oleh beberapa hal seperti: keterbatasan perkembanngan intelektual dan 

moral masyarakat, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat, dan 

sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Sedangkan 

perlawanan aktif biasanya meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh 

wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak seperti tax avoidance dan tax 

evasion. Penerimaan PPN itu sendiri pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor 

sebagai berikut: self assessment, pemeriksaan pajak, kepatuhan, dan restitusi. 
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Miftahudin dan Irawan (2020) juga mengemukakan bahwa masih terdapat 

perbedaan persepsi terkait terminologi konten digital yaitu konten digital yang berupa 

barang berwujud dan barang tidak berwujud (jasa). Sehingga alternatif kebijakan 

pemungutan PPN atas konsumsi atau pemanfaatan konten dan jasa digital antara lain 

dapat berupa: supplier collection, intermediary collection, dan customs collection. 

Berdasarkan uraian  di atas, peneliti kemudian mengambil judul "ANALISA 

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 48/PMK.03/2020 TENTANG 

PEMUNGUTAN PAJAK DIGITAL ". 

1.2.  Rumusan Masalah 

Pemerintah dipandang masih belum merespon dengan cukup baik atas muncul 

dan berkembangnya ekonomi digital terutama yang berkaitan dengan penerimaan 

pajak dari sektor tersebut. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah Faktor apa saja yang dapat mendorong dan 

menghambat pemungutan pajak digital berdasarkan PMK No 48/PMK.03/2020. 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis faktor apa saja yang mendorong dan menghambat 

implementasi pemungutan PPN berdasarkan PMK no 48/PMK.03/2020. 
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1.4.  Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa: 

1)  Pemerintah akan mendapatkan gambaran mengenai kondisi pemungutan PPN 

digital berdasarkan PMK No. 48/PMK.03/2020. 

2)  Masyarakat akan mempunyai pengetahuan tentang pemungutan PPN digital 

sehingga mereka dapat turut terlibat aktif dalam pelaksanaan pemungutan PPN 

digital dan dapat turut serta mengawasi pelaksanaan pemungutan PPN digital. 

3)  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis dan 

diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya. 

1.5.  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian mengenai pemungutan PPN digital di 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

1)  Pemungutan PPN digital dalam penelitian ini adalah implementasi pemungutan 

PPN digital berdasarkan PMK No. 48/PMK.03/2020. 

2)  Peraturan yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah regulasi perpajakan yang 

ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak Indonesia. 
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1.6.  Sistematika Penulisan 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan naskah penelitian. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan mengenai ekonomi digital, perdagangan melalui 

sistem elektronik, PMK 48, implementasi PPN digital, contoh 

pemungutan PPN di beberapa negara lain, dan penelitian terdahulu.  

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV Hasil Penelitian 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum tentang implementasi 

pemungutan PPN digital, faktor yang dapat mendukung dalam 

implementasi pemungutan PPN digital, dan faktor yang dapat 

menghambat dalam implementasi pemungutan PPN digital. 

BAB V Penutup 

Bab ini menjelaskan  mengenai kesimpulan, keterbatasan peneliti, dan 

saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 

5.1.  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian implementasi pemungutan ppn 

digital di Indonesia dengan Peraturan Menteri Keuangan No 48/pmk.03/2020 tentang 

Pemungutan PPN Digital. Serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor 

penghambat Direktorat Jenderal Pajak dalam mengimplementasikan Peraturan 

Menteri Keuangan No 48/pmk.03/2020 tentang Pemungutan PPN. 

Pemungutan PPN Digital di Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan indikator 

tata cara penunjukkan pemungut, pemungutan, penyetoran dan pelaporan mayoritas 

telah sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan No 48/pmk.03/2020 tentang 

Pemungutan PPN Digital.. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Miftahudin dan Irawan (2020) di mana secara garis 

besar implementasi pemungutan PPN Digital telah sesui dengan aturan yang ada. 

Faktor yang mendukung direktorat jenderal pajak dalam mengimplementasikan 

regulasi tersebut tersebut antara lain: munculnya objek pajak baru, adanya covid-19, 

dan reformasi. 

Dalam hal munculnya objek pajak baru sesuai dengan Hadzhieva (2016):  

“Dampak yang harus dipertimbangkan oleh otoritas pajak jika dimasukkan 

dalam pajak penghasilan adalah aturan yang terkait dengan sifat seluler (tidak 

memiliki tempat tetap) karena layanan ini berupa aktivitas digital.” 
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Silalahi (2020) mengungkapkan: 

“Kebijakan fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah ternyata 

diketahui mempunyai perananan yang sangat besar dalam menanggulangi 

dampak pandemi Covid-19.” 

Don Tapscott (1995) mengungkapkan bahwa: 

“Rezim ekonomi lama menggunakan informasi berbentuk fisik sedangkan rezim 

ekonomi digital menggunakan informasi yang telah berubah menjadi bentuk 

digital.” 

Faktor yang menghambat Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia dalam 

mengimplementasikan regulasi tersebut antara lain : kesepakatan international, 

Administrasi Penyetoran Pemungutan PPN Digital, Kendala yang dialami sesuai 

dengan Prinsip-prinsip PPN terhadap transaksi digital yang berlaku Indonesia menurut 

Utomo (2017) dipengaruhi oleh pedoman organisasi internasional yang terdiri dari 

United Nations (UN) Model Double Taxation Convention betweenDeveloped and 

Developing Countries dan International VAT/GST Guidelines and Tax Convention on 

Income and on Capital Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD). Utomo (2017) membagi tiga metode pembayaran dalam transaksi konten 

digital lintas perbatasan, yaitu menggunakan kartu kredit yakni dengan melakukan 

penyetoran sendiri PPN oleh pelaku transaksi ke kas negara paling lambat tanggal 15 

bulan berikutnya, gift cards yakni dengan pengurangan saldo atas voucher fisik yang 

telah diisi sebelumnya, dan penagihan operator langsung yakni dengan pemotongan 

pulsa oleh operator seluler atas tiap transaksi. 
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5.2.  keterbatasan Penelitian  

1)  Proses wawancara 

 Penelitian ini melibatkan banyak pihak untuk dapat memperoleh informasi yang 

dibutuhkan ketika mengajukan wawancara proses begitu sulit dikarenakan lokasi 

di Jakarta. Beberapa orang tidak merespon pengajuan wawancara. Pada saat 

diwawacara melalui daring, kendala yang dihadapi terputusnya wawancara 

dikarenakan signal dan keterbatasan waktu informan dalam menyediakan waktu 

wawancara. 

2)  Akses yang terbatas 

 Akses yang terbatas terkait dengan pihak yang diwawancari, dan keterbatasan 

informasi yang didapat melalui studi literature dikarenakan peraturan ini baru 

dijalankan. Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa informan yang kurang 

terbuka sehingga pembahasan yang diberikan tidak dapat mksimal. 

5.3.  Saran 

1)  Bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan kedepannya dapat menambah jenis 

mata uang yang dipakai untuk pembayaran PPN Digital seperti Euro dan yuan, 

dikarenakan peneliti melihat sebagian besar pemungut PPN Digital berasal dari 

Negara  Irlandia dan Cina serta mengembangkan aturan baru tersendiri mengenai 

pengawasan dan denda Administrasi keterlambatan Penyetoran maupun 

pelaporan PPN Digital agar tidak terjadi fraud dan tercipta kesetaraan antara 

perdagangan konvensional dan perdagangan digital. Semoga pemungutan ppn 

Digital kedepannya daapat bersifat memaksa dapat meningkatan pendapatan dan 

memperluas basic pajak lebih banyak lagi. 
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2)  Penelitian ini hanya menganalisis megenai tahap-tahap dalam pemungutan ppn 

digital. Tahap tersebut diantaranya tata cara penunjukan, pemungutan, 

penyetoran, pelaporan. Membandingkan antara praktik dilapangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini tidak membahas 

secara lebih mendalam setiap tahap pemungutan ppn digita;. Saran untuk 

penelitian selanjutnya agar membahas setiap tahap pemungutan ppn digital secara 

lebih mendalam. 
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Lampiran 1: 

Hasil Wawancara dengan  KPP Penanaman Modal Saham Asing Lima 

Hasil wawancara Account Representative KPP PMA Lima 

Informan : Jafar Shodiq 

Jabatan : Account Representative 

Waktu : 21 November 2020 

Peneliti : kalo boleh tau bapak dibagian mana di KPP PMA Lima 

Informan : Sebenarnya saya dulu AR di KPP Sleman Yogyakarta terus saya 

dipindahkan di KPP PMA Lima Jakarta. Selain menjadi AR saya juga mengajar Brevet 

di UGM. 

Peneliti : Apakah Bapak memahami Betul isi dari PMK No 48? 

Informan : Memahami nggak ya (sambil tersenyum). jelas memahami mbak, ini 

saya dapat buku tebal dari IAI semuanya isi tentang perayuran perpaakan. Saya besok 

tanggal 28 November mengadakan webminar judulnya belanja online, jualan  online 

& transaksi digital kena pajak?. 

Peneliti : Sebenarnya faktor apa pak yang mendorong implementasi PMK No 

48 ini pak? 

Informan : begini mbak, saya jelasin pakai gambar ya… 
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Informan : awalnya konsep ppn seperti ini seluruh teransaksi ada dilingkaran ini 

anggap  saja lingkaran ini adalah daalam daerah pabean, nah disini ada pkp sebagai  

pemungut, jadi pkp melakukan penyerahan bkp/jkp ke customer skaligus menarik ppn 

 

 

Informan : Nah kalo ini misalkan LN mau menjual barang ke mbak pricil dan 

mbak pricil ketika  membeli, nebusnya melewati bea cukai. Kalo ini namanya import. 

Nah kalo sekarang  misalkan mba pricil mau berlangganan 100ribu layanan  ke netflix 

mba pricill langsung  bayar ke LN nah disini negara loss. 
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Informan : nah misalkan ini lagi ada perusahaan Shoppe memfasilitasi jual beli 

online, ada custumer (pricill) dan seller (jafar, ita) mereka teransaksi melalui shoppe. 

Belum ada pajaknya 

 

Informan : nah ini kalo perusahaan luar negeri import barang berwujud kan kena 

bea cukai,  sekarang kalo luar negeri jual barang tak berwujud dan jasa  ke dalam 

daerah pabean  harusnya terutang ppn oleh siapapun karena LN mengambil manfaat 

di dalam daerah  pabean. 
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Informan : makanya pemerintah meminta tolong kepada perusahaan digital untuk 

memungut ppn. Untuk memungut dibuat lah dasarnya PMK No 48. 

Peneliti : jadi begitu pak? Berarti karena ada objek pajak baru perusahaan 

digital? 

Informan : iya bisa dibilang seperti itu. 

Peneliti : bagaimana mengenai tarif nya pak mengapa 10 persen ? 

Informan : Agar terciptanya kesetaraan antara perdagangan konvensional dan 

perdagangan digital mbak. 

Peneliti : bagaimana dengan kriteria penunjukkan pemungut, kenapa untuk 

perdagangan digital diatas 600jt dan perdagangan konvensional diatas 4,8milliyar. 

Apakah sudah setara? 

Informan : nah kalo itu saya tidak tau mbak 

Penelitian : terus bagaimana bagimana mengwasinya, apakah ada sanksi? Saya 

baca akan ada pemblokiran. Apakah betul pak? 

Informan : ngga semudah itu mbak kan yang memblokir itu kominfo. Djp ada 

rencana mau mengadakan kerjasama untuk meuju kesana. Kalo masalah sanksi tidak 

ada karena kan disini sifatnya bukan memaksa tapi hanya minta tolong. 

Penelitian : apakah ppn yang sudah dibayarkan bisa dikreditkan pak ? 

Informan  : tidak bisa mbak sekarang saya tanya subyeknya siapa? 

Peneliti : tidak tau pak. Siapa? 

Informan : kan kalo ppn biasa yang mengkreditkan yang beli. Nah kalo ini siapa. 

Tidak ada berarti. Pembelinya terlalu banyak. 

Peneliti : apakah pemungut ppn digital membuat faktur? 

Informan : membuat invoice saja itu yang akan dilaporkan per 3bulan sekali agar 

tidak memberatkan perusahaan digital. Dikarenakan indonesia lebih mementingkan 

hubungan bisnis. Jadi tidak mau memberatkan. 

Peneliti : bagaimana memverifikasi baahwa benar yang dilaporkan itu yang 

dipungut? 

Informan : menggunakan laporan yang perusahaan digitalkirim ke djp. 

Peneliti : apa faktor penghambat Implementasi PMK No 48 pak? 
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Informan : kesepakatan international mbak atau bisa dibilang international 

courtesy 

Peneliti : baik pak, terimakasih atas kesempatan waktu yang bapak berikan 

Informan  : sama- sama mbak 
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Lampiran 2: 

Hasil wawancara dengan Direktorat Peraturan Perpajakan I 

Hasil wawancara SubDirektorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan PTLL 

Informan : Fiona 

Jabatan : SubDirektorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan PTLL 

Waktu  : 16 desmber 2020 

 

Peneliti : Apa peran ibu selaku SubDirektorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa 

dan PTLL? 

Informan : Merancang Peraturan Peraturan PPN. 

Peneliti : faktor apa bu yang mendorong implementasi PMK No 48 

Informan : pada waktu kemarin kita merancang itu sebenarnya karena untuk 

memudahkan mekanisme pemungutan, dalam kita merancang itu kan harus ada tujuan 

nah tujuan kita itu sebenarnya adalah memperbaiki peraturan yang sudah ada, 

sebenarnya dulu ada pajak mengenai ppn penjualan barang tak berwujud, bisa dilihat 

di pasal 4 ayat  uu ppn. Dulu kita yang pungut sekarang untuk memudahkan kami kami 

memilih pemungut. .kalo dibilang karena covid ini ya ada sedikit faktor yang 

mendorong, dikarenakan selama covid semua orang menggunakan app digital disaat 

covid ini.selam pandemi ini pendapatan kita naik untuk mensetarakan perdagangan 

konvensional dan perdagangan digital juga ada sedikit. 

Peneliti : apakah ada indikator kepatuhan? 

Informan : Begini mbak sebelum kita menunjuk pemungut kita rapat dulu, 

menanyakan kepada calon pemungut appakah sistem mereka sudah siap, kalo sudah 

siap, mereka langsung kita tunjuk. Dan selama ini mereka patuh menyetor, dan 

melapor, karena reputasi mereka juga baik, nggak mungkin kalo mereka jatuhkan, 

kami percaya saja. 

Peneliti : kenapa standart pemilihan pemungut digital 600jt dan konvensional 

4,8m ya bu? 

Informan : ya, dikarenakan kita mau membantu usaha usaha kecil agar bisa 

berkembang. 
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Peneliti : apakah pemungutanPPNDigital ini bersifat memaksa bu? 

Informan : untuk sekarang kami hanya meminta tolong untuk memungutkan dan 

selama ini belum ada yang menolak saat kami menunjuk. 

Peneliti : bagaimana menghindari fraud bu?dan memverifikasi bahwa yang 

dilaporkan itu  adalah yang dipungut? 

Informan : kami mulai menjalin kerjasama dengan kominfo untuk memutus 

apabila terjadi  kecurangan untuk memutus aksenya .Mereka uga membuat invoice dan 

melapor ke kita setiap 3 bulan Kami juga melakukan pertukaran data dengan pemungut 

yang ditunjuk.  

Peneliti : apa saja faktor penghambat nya bu? 

Informan : kalo dibilang faktor penghambatnya hanya dari sisi penyetoran dari 

bank luar negeri ke bank indonesia 

Peneliti : pelaporan dilakukan melalui apa bu? 

Informan : melalui portal yang disediakan djp. 

Peneliti : baik bu terimakasih atas kesempatan yang diberikan. 

Informan : sama-sama mbak, sukses selalu 

Peneliti : amin bu, terimakasih. 
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